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PERATURAN WALTKOTA PADANG
NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS FOROK DAN FUNGSI
EANTOR EESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 49 Peraturan
Daereh Kota Padeng Nomor 17 Tehun 2008 ientang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lernbhaga Tekmis Paerah
Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tenpah [Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaizn ([Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3595,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041} scbagaimansa
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890};

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tabun 2004 Nomor
125, Taembahan Lembharan Nepara  Nomor  4437),
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tamnbahan Lembaran Negars Nomor
A4B44);

4, Undang-Undang Nomotr 12 Tahun 2011 tentang
Pemhbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat @I
Padang (Lcmbaran Negara Tahun 1680 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

6., Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawni Neperi Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4263) sebagaitnana
telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Mepara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 457 8);

8. Peraturan Permcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Penierintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Propinsi, dan Pemcerintahan Daerah
Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tammbahan Lembaran Negara Nomor 4737);

D, Peraduran Pemermtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkar Daerah {Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Leinbaran Negara Nomor 4741);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penatasn QOrgamsasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor o6 Tahun 2010;

11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Nepara, dan Menten Dalam Negen Nomor

01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 ientang
Pelunjuk Pelaksanasn Peraturan Pemerintah Nomor 8§ Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Permindahan, Dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

[2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tehun 2008
teniang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Dacrah Tahun 2008 Nomor (09);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keria Inspektarat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daecrah [Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13},
sebagaimane telah divbah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kol
Padung Tuhun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

Nomior 53).
MEMUTUSKAN :

Mecnetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI EANTOR XESBATUAN BANGSA DAN
POLITIK

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perstnran Walikots ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang,
3, Walikota adalah Walikota Padang,

3. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Kantor Kesaluan Bangsa Dan
Politik Kata Padang,

4, Kepalaz Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Pohitik Kota Padang;

5. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan
Banpsa Dan Pohitlk



6.

Kepala Seks: adalab Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Banpsa Dan Politik;

BAB II
SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 2

Susunan Organisasi Kaantor Kesatuan Bangsa Dan Poliuk terdin dari ;

d.

C.

(1)

{2}

Kepala Kantar;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
Seksi-seksi, terdini darn :

1.
2,
3.

Seksi Bina Ideologl dan Wawasan Kebangsaan:
Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional,;
Seksi Ketahanan Scni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

BAB III
PENJABARAN TUGAS PORKOK DAN FUNGSI
Bagisn Kesatu
Kepala Kantor
Pasal 3

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengafur penyelenggaraan
nrusen pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban umum
dan kelentraman masyarakat,

Penjabaran tugas pokok Kepala Kantor scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
adsalah :

Aa.

b.

il -l

menyusun kebijakan dacrah bidang kesamuan bangsa dan  pobitik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
kesatuan bangsa, politik dan perhndungan masyarakat;

merumuskan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan polibk
berdasarkan ketentuan peraluran perundang-undangan untuk pericapaian
visi dan misi organisasi;

menpkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang
kesatuan bangsa dan politik berdasarkan kelenivan peraturan perundang-
undanpan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan
pemerintah daerah;

menyelenggarakan program kerja dibidang kesatuan bangsa dan poliuk
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan
ketahanan pangan nasional dan masyarakat,

mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintsh daerah dibidang kesaluan
bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
berlaku untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien,;
membina aparatur pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang kesatuan
bangsa dan politik berdasarkan ketenluan peraturan perundang-undangan
guna mewujudkan aparatur yang profcsional;

mengarah proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang
kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan pedoman kerja yang telah
ditetapkan untuk meningkatkan kinerja crganisasi /tepat sasaran,
mengevaluasi  penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang
kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan
tugas;

me.glapﬂrkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja scbagai
bentuk akuntabilitas kinenz;

pengguna anggaran Kantor,

pengguna barang Kantor; dan ‘
melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan oleh atasan sesual
tugas dan fungsinya.



(1}

(2}

(3}

{1)

(2}

(3

Bagian Kedon

Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
yvang berada di bawah dan bertanggung jaweb kepada Kepala Kantor.

Sub Bagan Tata Usaha mempunyal tugas membantu Kepala Kantor dalam
memberikan pelavanan teknis administrasi dalam menyusun perencanaan,
pelaksanaan pembinaan kepegawatan dan koordinasi pelaksanaan hugas;

Penjabaran tugas pokok Sub Bagian Tata Usalia sebagaimana dimaksud pada

ayat (2}, adalah -

a. menyusun rencana angearan, belanja kantor dan program Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik,

k. menyusun laporan pelaksanasn anpgaran;

c. melakukan pengadministrasian keuangan kantor, perjdlanan dinas dan

rumah tangga;

d. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan
kantor;

. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor,
mefaksanakan umisan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan,
perpustakann dan dokumentasi dan administrasi kepegawaian;

g. melaksanakan tngas kedinasan lain yang dibertkan cleh atasan sesuai tugas

dan funpsinya.

A

Bagian Ketign

Seksi Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan
Pasal 5

Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin cleh seorang Kepala
Scksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepuda Kepela Kantlor.

Seksi Bina Idenlogi dan Wawasan Kebanpgsaan mempunyail tugas melaksanalan
sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Bina ldeologi dan
Wawasan Kehangsaan berdasarkan kebijjakan Walikota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Penjabaran tugas pokok Seksi Bina Ideologi dan Wawasun Kebangsaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bhidang kewaspadaan

dini, kerjasama intelkam, bina masyarakatl perbatasan dan tenaga kerja,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan
orang asing dan lembaga;

b. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi
nepara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-milai segjarah kebangsaan
dan penghargaan kebangsaan,

¢. mengkoordinir dan memfasilitasi pemhinaan penyelenggaraan pemerintahan
(bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penclitian, pemantauan,
pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, belas negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangzanan;

d. melakukan pengawasan penyelengearaan pemerintahan di mdang ketahanan
idenlogi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

e. memiasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ketahanan
ideplogi nepara, wawagsan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah
kebangsasn dan penghargaan kebangsaan; dan

f melaksanakan tupas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual tugas
dan fungsinya.



(1)

{2}

{3)

Bagian Keempat
Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional
Pasul G

Seks: Polik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
vang berada dibawah dan bertanggunp jawab kepada Kepala Kantor.

Scksi DPolitik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Politik dan
Kewsaspadaan Nasional

Penjabaran tugas pekok Selks) Poliik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat {2), adalah :

a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan 1eknis {merujuk kepada
kebijakan umum nasional] di bidang sistern dan inplementast pohitik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, {asilitas: pemilua, pilpres dan pilkada;

b. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi
politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politk,
budaya dan pendidikan politilc, pemilu, mipres dan pikada,;

¢. melalkkukan  koordinasi dan f{asilitasi pembinaan pcnvelenggaraan
pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengermbangan dan evaluasi) di  bidang sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;

d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbanppol
dan sistem dan mnplementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas1 pemiluy,
pilpres dan pilkada;

c. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang
sistemn dan implementasi politik, kclembagaan polidk pemernntahan,
kelembagaan parlai polilik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pipres
dan pilkada:

{. melalkukan koordinasi penetapan kebijakan tcknis {mcrujuk kepada
kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanguanan
konflik pemerinlahan, penanganan konfhk,

g. memfasilitasi dan melaksanakan kegiaten di bidang kelahanan ideologl
negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai scjarah kebangsaan
dan penghargaan kebhangsaan,

h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelengparaan
pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penclitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi} di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intellkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga Kkerja,
pcnanganan kordlik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan
prang asing dan lembaga asing;

i. melakukan penpawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelkarn, bina masyarakat perbatasan dan
tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosal,
pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada
kebijakan umum nasional} di hidang ketrhanan declogi negara, wawasan
kebungsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan;

j. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan [bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantanan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
OTZANISAS] lkkemasyarakatan dan penanganan masalah soaial
kemasyarakatan; dan ‘

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibertkan oleh alasan sesua
dengan lugas dan fungsinya.



(1)

(2]

(3)

Bagian Kelima
Selrsi Ketahanan Senl, Budaya, Agama, Kemasvyarakatan dan Ekonomi
Pasal 7

Seksi Ketahanan Seni, DBudaya, Agama, Kemasyarakatan dan BEkonomi
thpimpin oleh seoranp Kepala Sekst vang Derada dibawah dan berlangoung
jawab kepada Kepala Kantor.

Scksi Ketahanan Seni, Budava, Agama, Kemasyvarakatan dan Ekonomt
mempunyal tugas melaksanalkan tugas di bidang Ketahanan Seni, Budaya,
Agama, Kemasyarakatan dan Ekanomi,

Penjaharan lugas  pokok  Seksi Ketahanan  Semn, Budaya, Agama,

Kemasyarakatan dan Ekonomi schagaimana dimaksud pada ayat (2], adalah -

a. melakukan koordinasi penctapan kebijakan teknis {(merujuk kepada
kebiinkan umum nasiwonal} d hidang ketahanan sem dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan  akulturasi  budaya, organisasi
kemasysrakatan, penanganan masalah sosial kernasyarakatan;

b. memiasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang 4i hidang ketahanan
seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi
budaya, organisasi kemasysrakalan, penanganan masalah @ somal
kemasyaraikatan;

c. melakukan  koordinast  dan  fasilitasi pembinaan penyelenpgaraan
pemerintahan (bimbingan, supcrvisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akultoras budaya,
organisasi  kemasyarakatan dan  penanganan — masalah @ sosial
kemasyaralksatan;

d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan
seri dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi
budaya, organisasi kemasyarakaian, penanganan  masalah  sosial
kemasyarakatan;

e. memiasilitasi dan peninpgkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang
ketahanan seni dan budava, agama dan kepercayaan, pembatran dan
akulturasi budaya, orpanisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah
sosial Kemasyarakatan ;

f. melakukan koordinasi penctapan kebijjakan tcknis {merujuk kepada
kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,
kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan
ormas perekonomian;

g. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan di bidang kebjekan dan
ketshanun sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perckonomian;

h. meclalukan koordinasi dan  fasilitasi pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan (bitmbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penehhan,
pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, iiskal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembapa usahi
ckonomi, kebijakan dan ketahanan ormmas perekonomian,

i. melakukan pengawasan pcnyclenggaraan pemerintahan bdang kebijakan
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
moncter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaba
ckonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

j. mmemfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang

Lkebijakan dan kectahanan sumber dava alam, ketahanan perdagangan,
investasi, fiskal dan moneter, perilaku rmasyarakat, kebijakan dan keiahanan
lernbaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perckonomian;
dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh alasan sesuay
dengan Lugas dan fungsinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal O

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penpundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 feyermber 2011

WAL G

FAUZ] BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 (Qexwibes 071

SEKRETARIS D HOTA PADANG

. SH
mbina Utama Muda
. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 44



